BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari urayan pembahasan pada bab-bab yang terlebih dahulu maka
dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan melalui facebook yang
merugikan banyak orang harus ditangani dan direspon secara serius, agar
kejahatan tindak pidana tersebut terselesaikan dan tidak tinbul suatu kesan
bahwa penyidik mengabaikan tindak pidana tersebut.

Dalam usaha penyelesaian penyidik mengalami kendala-kendala
yang menghambat proses penyelesaian tindak pidana penipuan melalui
facebook. Kendala-kendala tersebut sebagai berikut :

1. Kendala tempat (locus delicti) pelaku tindak pidana penipuan

melalui facebook.

2. Kendala sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan melalui
facebook dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan
identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain.

3. Kendala sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan
birokrasi bank.

4. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda NTT
dengan operator selular (Grapari) ataupun internet service

provider.
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5. Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh
Polda NTT untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam
mengungkap tindak pidana penipuan online.

6. Minimnya penyidik Polda NTT yang memiliki kemampuan dan

pengalaman dibidang ITE atau kejahatan cyber crime.

Untuk itu peranan dari penyidik selaku aparat yang diberi
wewenang oleh undang-undang sangatlah dibutuhkan untuk bisa bekerja
dan menjalankan tugasnya secara maksimal. Harus ada juga upaya dari
penyidik untuk bisa menyelesaikan tindak pidana penipuan melalui
facebook. Upaya-upaya yang dilakukan pihak penyidik untuk

menyelesaikan tindak pidana penipuan melalui facebook adalah

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat menyarankan

hal-hal sebagai berikut :

1. Tempat pelaku dan Sulitnya melacak pelaku kejahatan
penipuan melalui facebook dikarenakan pelaku biasanya akan
menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam
identitas orang lain.

Upaya Penyidik dalam hal ini melakukan beberapa upaya
penanggulangan diantaranya upaya preventif, dan upaya

represif adalah sebagai berikut:
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a. Upaya preventif (pencegahan): upaya yang dilakukan
Penyidik Polda NTT dengan cara melakukan pencegahan
melalui penyuluhan atau pembinaan kepada masyarakat.

b. Upaya represif: upaya Penyidik Polda NTT dalam
menangani tindak pidana yang telah terjadi dengan cara
melakukan tindakan berupa proses lidik dan sidik. Proses
lidik seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat
yang kemudian akan dilakukan penanganan lebih lanjut.
Proses sidik seperti laporan pengaduan yang telah diterima,
setelah itu memeriksa laporan korban apakah bisa
dilakukan penanganan lebih lanjut atau tidak, jika bisa
maka penyidik akan terjun langsung ke lapangan untuk
melakukan penindakan sesuai prosedur penyidik kepolisian.

2. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perijinan birokrasi
perbankan.

Solusi yang diambil pihak penyidik untuk menanggulangi
kendala ini ialah dengan memblokir rekening pelaku kejahatan
penipuan melalui facebook yang berkoordinasi dengan pihak
bank. Hanya sebatas kerjasama pemblokiran saja lah yang bisa
diupayakan penyidik Polda NTT untuk menanggulangi
kejahatan penipuan melalui facebook.

Akan tetapi lebih baik dibuatkan MOU (Memorandum of

Understanding) kerjasama POLRI dan Bank Indonesia. MOU
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sendiri merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan
persetujuan antara dua belah pihak. Sehingga diharapkan
dengan adanya MOU antara POLRI dengan seluruh instansi
perbankan yang ada di Indonesia saling bekerjasama dan
penyidik bisa mengembangkan kasus-kasus cyber crime tanpa
terhalang oleh birokrasi-birokrasi yang menghambat penyidik
dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku
kejahatan penipuan online melalui instansi perbakan. Jadi tidak
hanya sebatas pemblokiran nomor rekening saja.

. Kurang maksimalnya koordinasi pihak penyidik Polda NTT
dengan operator selular (Graparri) atau pun internet service
provider.

Solusi yang diambil pihak Penyidik melakukan
penanggulangan berupa perjanjian bilateral antara penyidik
Polda NTT dengan seluruh pihak penyedia layanan telepon
selular yang ada di Kota Kupang. Untuk dapat bekerjasama
dalam membantu Penyidik melakukan proses penyidikan
terhadap kasus penipuan melalui facebook maupun
memberikandata-data dari pelaku kejahatan penipuan online
tersebut. Begitupun sama seperti halnya pada internet servis
provider.

Pihak penyidik juga memberikan saran terhadap penyedia

layanan operator selular ataupun internet untuk lebih
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meningkatkan sistem keamanannya, mengawasi Setiap
pelanggannya dengan memeriksa keaslian identias terlebih
dahulu sebelum memakai layanan jaringan dan juga
mewaspadai setiap hal yang mecurigakan.

Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki oleh
Polda NTT untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam
mengungkap tindak pidana penipuan facebook.

Polda NTT telah mengupayakan mencanangkan dana untuk
mendatangkan alat-alat canggih. Akan tetapi sampai sekarang
belum terlaksanakan karena dibutuhkan biaya yang tidak
sedikit. Saran Polda NTT segera mengusahakan alat-alat
canggih dan laboratorium khusus untuk dapat mendeteksi
kejahatan-kejahatan di bidang ITE agar penanganan kasusnya
lebih fokus.

Minimnya penyidik Polda NTT yang memiliki kemampuan dan
pengalaman dibidang ITE atau kejahatan cyber crime.

Mengenai upaya penanggulangan cyber crime memerlukan
suatu perhatian dan keahlian khusus dalam bidang teknologi,
karena kejahatan ini mempergunakan sistem jaringan
komputer. Saran pihak Polda NTT mengirim 3 sampai 5
anggota untuk memperoleh pendidikan di Mabes Polri. Agar
mendapatkan  pelatihan tentang cara dan bagaimana

menanggani kejahatan-kejahatan dibidang ITE.
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